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Maslahah adalah menimbang manfaat dan madlarat melalui sudut pandang
magqasid al-shari’ah. Maslahahdigunakan sebagai metode dalam berijtihad untuk
mengambil kesimpulan hukum. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki
bagian yang bertugas melaksanakan /j¢ihad, yakni Majelis Tarjih. Dalam perjalanannya,
Majelis Tarjih dituntut menyelesaikan permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan
solusinya dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, sehingga Majelis Tarjih harus mengambil
kesimpulan hukum dengan jalan Ijtihad. Berangkat dari hal tersebut di atas, penelitian
ini akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan Maslahah, bagaimana proses
istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta bagaimana penerapan teori
Maslahah dalam putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mempelajari buku, makalah,
jurnal dan pustaka digital untuk menemukan fokus masalah yang diteliti. Adapun data
yang dikumpulkan adalah data deskriptif sebagai wujud bentuk penelitian kualitatif.
Data yang dimaksud adalah data tentang Maslahah, meliputi teori dasar Maslahah,
kehujjahan Maslahah, pendapat para ulama terkait Maslahah, sertadata seputar
Majelis Tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari Latar belakang dan tujuan
berdirinya, proses dan metode yang dilaksanakan dalam perumusan fatwa hukum
serta produk hukumnya. Data tersebut diolah secara induktif dan diambil
kesimpulannya, yakni penerapan teori Mas/ahahdalam Putusan Majelis Tarjih
Muhammadiyah tentang Keluarga Berencana dan Aborsi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Proses Ijtihad dengan pendekatan

Maslahah yang dilaksanakan Majelis Tarjih Muhammadiyah belum sesuai dengan teori
Maslahah. Salah satu indikatornya adalah berorientasi terhadap kepentingan individu
dan belum menggunakan pertimbangan kepentingan umum, sehingga tidak memenuhi
kaidah universalitas.



